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PENETAPAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUA
SELATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DA

PIMPINAN SEMENTARA DPRD KABUPAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALAN

NOMOR 188. 342/ 19 /DPRD-BLG/

EN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
GAN

TAHUN 2019

TENTANG

SI GUBERNUR KALIMANTAN

ERAH KABUPA
N BELANJA DAER

ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BALANGAN,

bahwa dalam upaya penyesuaian terhadap hasil evaluasi
Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 periu d dakukan
penyempurnaan oleh Kepala daerah dan DPRD;

bahwa hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22
Ta;nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembara
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); B

. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Ne

Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 821:1

Tambahan Lembaran Negara Republik Indones; ’
nesi

4400); a  Nomor

. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sist
em

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran N
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambzgiira
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); an

TEN BALANGAN
AH TAHUN
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S. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200

10.

11.

12.

. Undang-Undang Nomor 28 T

2 . pangal
erimbd

4 tent‘amgpe erintahd?

n, pusat daP hun 2004

Keuangan Antara Pemerintad = = . ,esia 12 :
Daerah (Lembaran Negara Republik 1nce i Indones’?
Negara R€ ublik

Nomor 126 , Tambahan Lembaran
Nomor 4438); tang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); s
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentané Majdan
Permusyawaratan Rakyat, Dewan pPerwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NomoT 5568)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

. Undang-Undang  Nomor 93 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentan
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepali
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dan
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuz
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575); 1

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Siste
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republgl(




3

Negara 11Qa Tah-u n 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Torbar, epublik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah
ah dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 65

'II\‘]ahun 2010 tentang Perubahan Peraturan pemerintah
omor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Tahun 2010

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia

Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind
4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kep
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4693);

2006 tentang
Pemerintah
2006 Nomor
onesia Nomor

Tahun 2007 tentang Laporan
ada pemerintah,

Kepala Daerah

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Uang Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165},

17. Peraturan pPemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan lLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

g;fyanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
un 2'018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republi

Indonesia Nomor 6178); publii

20. II:eraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentan
; :criugelolgan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Re bl'l%
: onesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Le Bara
egara Republik Indonesia Nomor 6322); mbaran
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21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
n Sosial yang

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantua
bersumber Dari APBD sebagaimana telah diu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor _
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Ne';gen
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial;

92 Peraturan Menteri Dalam Negerli
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 ’I‘ahu.n 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasiona]
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Nomor 13 Tahun 2006

62 Tahun 201 7

24 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701};

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 550);

Memperhatikan 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
188.44/0731/KUM/2019 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angga
2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Balangan tirg]t;?lr;

Perubahan Penjabaran An
ggaran Pend .
Daerah Tahun anggaran 2019; apatan dan Belanja

2. Surat Sekretaris Jenderal K
ementerian Dalam N i
1 egeri
P6l(¥<8946/SJ tanggal 3 September 2019 perihalgP 'I\]lomor
elaksanaan Tugas Sebagai Pimpinan Sementara lel?g o
3. Eurat Bupati Kabupaten Balangan Nomor 9 :
LG /2019 Perihal Mohon Persetujuan; 10/379/BKD-
4, ,

Rapat DPRD Kabu

paten Balan
Anggaran P i gan bersama d i
S emerintah Daerah Kabupaten B engan Tim
eptember 2019. alangan Tanggal 6

\'.
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MeDetapk an

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Menyetujui terhadap penyempurnaan Rancangan Peraturan
bahan anggaran

Daerah Kabupaten Balangan tentang Peru

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang
sesuai dan berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0731/KUM/2019 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 'Balangan
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeraf%
Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati
Balangan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pef-ldapatan
dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019 sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bilamana terdapat kekeliruan dan diperlukan perbaikan, akan

diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal : 10 September 2019

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

}/ Ketua Sementara,

KABUPATEN BALANGAN,




